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ABSTRAK 

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas 

Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan HAM Sumatera Utara 

Nama 
NPM 
Program Studi 
Pembimbing I 
Pembimbing II 

Hanna Krista Rumiam Tambunan 
171801023 
Magister Ilmu Administrasi Publik 
Dr. Heri Kusmanto, M.A. 
Dr. Isnaini, S.H., M.Hum. 

Penatausahaan dan pengelolaan atas pemanfaatan Barang Milik Negara 
tidak optimal, pengaduan yang masuk ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
dan HAM Sumatera Utara tertinggi dari seluruh jajaran eselon 2 di Indonesia dan 
juga terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara menjadi 
permasalahan utama yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
pelaksanaan pengendalian intern dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan 
pada Kantor \Vilayah Kcmenteriaa. Hukum dan HAM Sumatera Utara dan kendala 
yang dihadapi berdasarkan teori kebijakan Edward III. Penelitian menggunakan 
metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik 
analisis data menggunakan penelitian deskriptif. Wawancara dan pengamatan 
terhadap implementor dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi 
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi impelementasi PP 
Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah 
berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi antara lain berupa penyerahan bukti 
transaksi ke bagian pencatatan sering terlambat, pegawai kurang mampu 
memeriksa keaslian bukti transaksi, pemisahan fungsi yang menangani transaksi 
masih kurang baik, kurangnya sumber daya finansial untuk inovasi, dan 
kurangnya komitmen pegawai. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini yaitu 
pimpinan instansi perlu mengajukan anggaran khusus untuk meningkatkan atau 
mengembangkan inovasi teknologi penanganan transaksi untuk lebih 
memperbaiki kualitas laporan keuangan, memberi penekanan kepada pegawai atas 
pentingnya penyerahan bukti transaksi keuangan dengan segera ke bagian 
pencatatan serta melakukan tindakan pendisiplinan terhadap pegawai yang kurang 
berkomitmen terhadap implementasi SPIP, serta instansi perlu memberi pelatihan 
kepada petugas yang menangani transaksi agar lebih ahli dalam memeriksa 
keaslian bukti transaksi keuangan. 

Kata Kunci: Implementasi, Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan. 
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ABSTRACT 

Implementation of Government Regulation Number 60 of 2008 concerning 
Government Internal Control Systems in Improving the Quality of 

Financial Reports at the Regional Office of the Ministry of 
Law and Human Rights North Sumatra 

Name .. 
Student ID number 
Study program 
Advisor I 
Advisor II 

: Hanna Krista Rumiam Tambunan 
: 171801023 
: Master of Science Public Administration 
: Dr. Heri Kusmanto, M.A. 
: Dr. Isnaini, S.H., M.Hum. 

The administration and management of the users of State Property is not 
optimal, complaints that have been submitted to the Regional Office of the 
Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra are the highest of all 
echelon 2 ranks in Indonesia and also the late submission of the treasury 
accountability report is the main problem faced. This study aims to determine the 
implementation of internal control in improving the quality of financial reports at 
the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra 
and the obstacles faced based on Edward Ill's policy theory. The research used 
descriptive research method with a qualitative approach, while the data analysis 
technique used descriptive research. Interviews and observations of implementers 
were conducted at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights 
of North Sumatra. The results showed that in terms of communication, resources, 
disposition, and bureaucratic structure, the implementation of Government 
Regulation No. 60 of 2008 concerning the Government's Internal Control System 
has been running well. Constraints faced include the submission of transaction 
evidence to the recording department is often late, employees are not able to 
check the authenticity of transaction evidence, the separation of functions that 
handle transactions is still not good, lack of financial resources for innovation, 
and lack of employee commitment. The recommendations in this study are that 
agency leaders need to submit a special budget to improve or develop transaction 
handling technology innovations to forther improve the quality of financial 
reports, emphasize the importance of employees on the importance of submitting 
evidence of financial transactions immediately to the recording department and 
take disciplinary action against employees who lack committed to the 
implementation of SPIP, and agencies need to provide training to officers who 
handle transactions to be more skilled in checking the authenticity of evidence of 

ancial transactions. 

Keywords: Implementation, Internal Control, Quality of Financial Statements. 
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1.1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Secara umum terdapat tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh 

pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pembangunan 

(development function), fungsi perlindungan (protection function), dan fungsi 

pelayanan masyarakat (public service function). Ketiga fungsi tersebut merupakan 

fungsi yang paling mendasar dan sang at berpengaruh terhadap kinerj a suatu 

pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan umum. 

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan maka pemerintah 

mempunyai hak dan kewajiban atas pengelolaan keuangan negara. Keuangan 

Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, 

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan 

milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

Keuangan tersebut timbul sebagai bagian dari pembentukan pemerintahan negara 

yang berwenang menyelenggarakan dan mewujudkan kesejahteraan umum. 

Dalam pengelolaannya, keuangan negara harus dimanfaatkan sebesar

besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara dengan cara pengelolaan yang 

fektif dan efisien sesuai dengan sumber dan peruntukan yang telah ditetapkan 

· lam anggaran pendapatan belanja, baik Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini 

erintah harus berupaya agar pengelolaan keuangan negara benar-benar dapat 

......... """" ... .n.an dengan efisien· dan efektif untuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan 
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yang meliputi fungsi pembangunan, fungsi perlindungan dan fungsi pelayanan 

masyarakat, sehingga setiap rupiah dari pendapatan negara dapat memberikan 

manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan negara tersebut 

dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah, yang pada umumnya dilaporkan 

pada setiap berakhimya periode anggaran, yaitu pada setiap akhir tahun. Laporan 

keuangan pemerintah merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu 

entitas serta media informasi akuntansi untuk menyampaikan hasil kinerja 

pengelolaan keuangan kepada pihak lain, khususnya kepada publik. 

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran 

udgetary reports), laporan finansial, dan atau catatan atas laporan keuangan 

(CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari laporan realisasi anggaran 

(LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL). Laporan finansial 

" rdiri dari neraca, laporan operasi (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan 

ran arus kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan 

ih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial, 

merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran 

npun laporan finansial. 

Banyak pihak yang berkepentingan atau membutuhkan informasi dari 

ran keuangan pemerintah, baik pihak internal maupun pihak ekstemal. Pihak 

- ":rmal adalah organ-organ pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. 

gkan pihak ekstemal adalah instansi swasta ataupun masyarakat umum serta 

- '" 1uar negeri yang mempunyai kepentingan dengan kinerja pengelolaan 

negara. Semua pihak tersebut menggunakan informasi laporan 
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keuangan pemerintah sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Sehubungan dengan 

penggunaan informasi dalam pengambilan keputusan, maka pemerintah hams 

berupaya membuat laporan keuangan yang benar-benar berkualitas dalam arti 

informasi dalam laporan keuangan tersebut hams benar-benar sesuai dengan 

kondisi yang sesungguhnya te:tjadi, karena setiap kesalahan atau kekeliruan dalam 

informasi akan menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Jika suatu keputusan 

atau kebijakan ditetapkan berdasarkan informasi yang keliru maka kebijakan 

tersebut tidak akan dapat dimplementasikan untuk mencapai tujuan sebagaimana 

dimaksud oleh pembuat kebijakan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 ten tang Standar 

Akuntansi Pemerintah, informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan 

berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi 

pemerintahan yaitu relevan (relevance), andal (reability), dapat dipahami 

(understandability) dan dapat di bandingkan (comparability). 

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 

didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantumereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, dan 

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka Selain itu informasi dapat 

dikatakan relevanjika disajikan tepat waktu dan lengkap. Andal apabila informasi 

dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan 

material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 

Penggunaan informasi yang relevan, tetapi hakikat atau penyajiannya tidak dapat 
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diandalkan, maka informasi tersehut secara potensial dapat menyesatkan. Dapat 

dihandingkan apahila informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lehih 

herguna jika dapat dihandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya 

atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perhandingan dapat 

dilakukan secara internal dan eksternal. Perhandingan secara internal dapat 

dilakukan hila suatu entitas menerapkan kehijakan akuntansi yang sama dari tahun 

ke tahun. Perhandingan secara eksternal dapat dilakukan hila entitas yang 

diperhandingkan menerapkan kehijakan akuntansi yang sama. Apahila entitas 

pemerintah menerapkan kehijakan akuntansi yang lehih haik daripada kehijakan 

akuntansi yang sekarang diterapkan, peruhahan tersehut diungkapkan pada 

periode terjadinya peruhahan. Dapat dipahami apahila informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam 

bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan hatas pemahaman para pengguna. 

ehuhungan dengan hal ini, pengguna diasumsikan merniliki pengetahuan yang 

rnemadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya 

kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah 

penerapan pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan salah satu pondasi 

rkuat good governance. Sistem pengendalian intern meliputi herhagai alat 

anajemen yang hertujuan untuk mencapai herhagai tujuan yang luas. Tujuan 

ebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin 

eandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan 

ktivitas operasi pemerintah, dan menjamin pengamanan aset negara. Sistem 
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akuntansi yang lernah rnenyebabkan pengendalian intern lernah dan pada akhirnya 

laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk: 

pernbuatan keputusan. Pengendalian intern rnerupakan bagian dari rnanajernen 

risiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lernbaga atau organisasi untuk 

rnencapai tujuan lernbaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang 

rnernadai akan rnernberikan keyakinan yang rnernadai atas kualitas atau keandalan 

laporan keuangan, serta akan rneningkatkan kepercayaan stakeholders 

(Sukrnaningrurn, 20 12). 

Menurut Peraturan Pernerintah Nornor 60 tahun 2008 Tentang Sistern 

Pengendalian Intern Pemerintah bahwa sistern Pengendalian Intern Pemerintah 

adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

terns rnenerus oleh pirnpinan dan seluruh pegawai untuk rnernberikan keyakinan 

mernadai atas tercapainya tujuan organisasi rnelalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengarnanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Pada pasall8 ayat (1) dinyatakan bahwa 

Pimpinan Instansi Pernerintah wajib rnenyelenggarakan kegiatan pengendalian 

sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi 

Pernerintah yang bersangkutan. Adapun kegiatan pengendalian yang harus 

dilakukan diatur pada pasal 18 ayat (3), yang meliputi: reviu atas kinerja Instansi 

P, merintah yang bersangkutan, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian 

pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas asset, penetapan dan 

atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas 

aksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu 
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atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya dan 

pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, serta 

dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan 

kejadian penting. 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kanwil 

Kemenkumham Sumut) mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan 

kebijakan menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam 

pelaksanaan tugas tersebut kementerian telah mengalokasikan anggaran yang 

relatif besar dengan tujuan agar fungsi pelayanan dapat terlaksana efektif dan 

efisien. Tetapi alokasi anggaran yang besar tidak akan memberikan manfaat 

maksimum terhadap masyarakat jika tidak disertai dengan pengendalian intern 

angbaik. 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali 

memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan 

euangan tahun anggaran 2018. Predikat WTP kali ini, sekaligus menjadi 

redikat WTP Keenarn yang diraih Kemenkumharn sekaligus untuk yang keempat 

· · ya secara berturut-turut sejak 2015 lalu, seperti yang diberitakan dalarn 

s://pro.hukumonline.com/beritalbaca/lt5d08c899cc8e3/bpk-ingatkan-predikat

kemenkumharn-tak-berarti-lepas-dari-kesalahan?page=all. Narnun, BPK RI 

~ gingatkan dengan diperolehnya opini WTP tidak berarti laporan keuangan 

enkumharn bebas dari kesalahan. BPK masih menemukan permasalahan 
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dalam sistem internal maupun soal kepatuhan terkait peraturan perundang-

undangan, sehingga perlu diperbaiki. Di antara kelemahan tersebut yang perlu 

diperbaiki adalah penatusahaan maupun pengelolaan atas pemanfaatan BMN tidak 

optimal. 

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap Laporan Tahunan Inspektorat 

Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2018 bahwa masih banyaknya 

pengaduan yang masuk terutama Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara seperti 

yang terlihat pada Tabel 1.1. 

Tbl11P a e d enga uan yang asu e M kk K anw1 erne am ·1 K nkumh S t Uta uma era ra 
No. Unit Jumlah Pengaduan Masuk 

1 Bangka Belitung 2 
2 Sumatera Barat 4 
3 Jawa Tengah 9 
4 Jawa Timur 11 
5 Sulawesi Utara 3 
6 Sumatera Utara 35 
7 Riau 5 
8 Sulawesi Selatan 1 
9 Nusa Tenggara Timur 2 
10 Ban ten 8 
11 JawaBarat 10 
12 Kalimantan Barat 2 
13 Sulawesi Tenggara 3 
14 PapuaBarat 1 
15 Sumatera Selatan 7 
16 Kalimantan Selatan 2 
17 Sulawesi Tengah 1 
18 Lampung 5 
19 Maluku 2 
20 Kalimantan Timur 2 
21 Sulawesi Barat 2 
22 Bali 1 
23 DI Yogyakarta 1 
24 Papua 1 
25 DKIJakarta 5 
26 Bengkulu 3 

Total 128 
Swnber: La tah It" en Kemenkumham p ( 2018:16 ) ----------------------------------------------------- 
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Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bagi Kanwil Kemenkumham Sumatera 

Utara sangat perlu sehingga program dan kegiatan yang telah disusun, dapat 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja 

bernilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif). 

(https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwillberita-utama/kemenkumham

sumut-selenggarakan-kegiatan-penguatan-sp) 

Pada laporan keuangan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara semester II 

Tahun Anggaran 2019 adanya beberapa hal yang perlu dibenahi antara lain Selisih 

transfer masuklkeluar persediaan, Selisih nilai rekon internal antara SAIBA dan 

SIMAK BMN, Terdapat persediaan yang belum diregister, Lambatnya 

penyerapan anggaran, Masin terdapat Pagu Minus Belanja Pegawai, 

Keterlambatan penyampaian data kontrak kepada pihak KPPN, Masih adanya 

kesalahan SPM, Adanya Deviasi Halaman III DIPA, Masih terjadi keterlambatan 

penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ke KPPN dan Masih 

terjadi keterlambatan dalam pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP). Begitu 

juga pada Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Sumatera Utara untuk semester I Tahun Anggaran 2020 yang masih adanya 

permasalahan.(https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utamal). 

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis 

dengan judul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas 

Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Sumatera Utara." 
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1.2. Perumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang, ditemukan pennasalahan-permasalahan 

yang berkaitan dengan laporan keuangan antara lain: 

a. Penatusahaan maupun pengelolaan atas pemanfaatan BMN tidak optimal. 

b. Pengaduan yang masuk ·ke Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara 

tertinggi di seluruhjajaran eselon 2 di Indonesia. 

c. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara. 

d. Adanya permasalahan pada laporan keuangan. 

Menurut Sugiyono (2015:79), masalah adalah merupakan penyimpangan 

antara yang seharusnya dengan yang tetjadi, antara teori dengan praktik, antara 

perencanaan!kebijakan dengan pelaksanaan, antara aturan dengan pelaksanaan. 

Berdasarkan uraian pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa masalah adalah 

suatu aktivitas yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, dimana yang 

dipecahkan itu merupakan jawaban dari kesulitan yang dihadapi. Jika 

permasalahan itu sudah dipecahkan, maka tujuan yang diinginkan tercapai. 

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 

adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian intern dalam meningkatkan kualitas 

laporan keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Sumatera Utara? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian intern 

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui jawaban 

dari rumusan masalah yang ada, yaitu: 

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengendalian intern dalam meningkatkan 

kualitas laporan keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Sumatera Utara. 

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pengendalian intern dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Menambah pengetahuan mengenai implementasi pengendalian intern 

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di lingkungan Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. 

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Administrasi 

Publik bagi penulis. 

3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tentang 

pelaksanaan pengendalian intern dalam meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. 

4. Hasil penelitian diharapkan bisa digunakan sebagai referensi sekaligus 

dalam melakukan penelitian oleh peneliti lain mengenai bidang yang sama 

sesuai dengan kebutuhan. ----------------------------------------------------- 
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BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian lmplementasi dan Kebijakan Publik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti implementasi adalah 

pelaksanaan, penerapan. 

Menurut Daniel (2012:70) bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan. 

Menurut Hanifah Harsono (2012:67), implementasi adalah suatu proses 

untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam 

administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu 

program. 

Tachjan (2014:25) mengartikan implementasi sebagai kebijakan publik 

adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan 

ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan 

implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, 

yang berarti lebih rendah/alternatif menginterpretasikan. 

Nakamura dan Smallwood (dalam Kusumanegara, 2012:4) yang 

mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah serentetan instruksi dari para 

pembuat kebijakan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yang 

menjelaskan cara dan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu. 

Kebijakan publik dipahami sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan 

11 
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pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah

masalah publik. 

Sedangkan Chandler dan Plano (dalam Yulianto, 2015:21) berpendapat 

bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya

sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau 

pemerintah. Kenyataannya kebijakan tersebut telah banyak membantu para 

pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk 

memecahkan masalah-masalah publik. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan 

publik merupakan satu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus 

oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam 

masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dulam semua bidang 

pembangunan dan kemasyarakatan. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan 

oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan 

masalah-masalah publik atau untuk kepentingan publik. Kebijakan untuk 

melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan 

perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang 

engikat dan memaksa . 

. 2. Proses Pembuatan Kebijakan 

Menurut William N. Dunn (2010:22-23) proses analisis kebijakan adalah 

· Tallgkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang 

da dasarnya bersifat politis. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, ----------------------------------------------------- 
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secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan 

kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap 

tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang 

waktu. Proses analisis kebijakan mempunya lima tahap, yaitu: 

1. Penyusunan Agenda. 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

publik. Pada akhimya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para 

perumus kebijakan. Pada tahap ini banyak masalah tidak disentuh untuk 

dibahas sama sekali, sementara beberapa pembahasan untuk masalah lain 

ditunda untuk waktu yang lama. 

2. Formulasi Kebijakan. 

Para pejabat merumuskan altematif kebijakan untuk mengatasi masalah. 

Altematif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, 

keputusan peradilan, dan tindakan legislatif. 

3. Adopsi Kebijakan. 

Altematif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dan mayoritas 

legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan. 

4. Implementasi Kebijakan. 

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 

yang memobilisasikan surnber daya finansial dan manusia. 

5. Penilaian Kebijakan. 

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan 

a:rakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi 
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persyaratan Undang-Undang dalarn pembuatan kebijakan dan pencapaian 

tujuan. 

2.3. Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang, Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu 

langsung mengimplementasikan dalarn bentuk program atau melalui formulasi 

kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Riant Nugroho, 

2008:494). 

2.4. Model-model Implementasi Kebijakan 

Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, sisanya 20% 

lah bagaiman mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah 

1 ang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai 

. am konsep muncul di lapangan. Selain itu, ancarnan utama adalah konsistensi 

· plementasi (Riant Nugroho, 2008:502). 

2.4.1. Model Van Meter dan Van Horn 

Donald Van Meter dan Carl Van Hom (Riant Nugroho, 2008:503) 

emperkenalkan model implementasi yang paling klasik, implementasi kebijakan 

·· alan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan 

lik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi 

'jakan publik adalah: 

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi. 
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2. Karakteristik agen pelaksana/implementor. 

3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik. 

4. Kecenderungan ( disposisi) pelaksana/implementor. 

2.4.2. Model Mazmanian dan Sabatier 

15 

Model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam 

Riant Nugroho, 2008:505) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah 

upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Duet Mazmanian-Sabatier 

mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu: 

1. lndependen, yakni mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan 

dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, 

dan perubahan sepcrti apa yang dikehendaki. 

2. Intervening, yakni kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses 

implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, 

dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan 

hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dan keterbukaan 

kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi 

proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio

ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, 

dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas 

kepemimpinan dari pejabat pelaksana. 

3. Dependen, yakni tahapan dalam proses implementasi dengan tahapan 

pemahaman dari lembagalbadan pelaksana dalam bentuk disusunnya 

kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil 
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nyata tersebut, dan akhimya mengarah pada revisi atas kebijakan yang 

dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebiajakan yang 

bersifat mendasar. 

2.4.3. Model Hogwood dan Gunn 

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Riant Nugroho, 

008:506) untuk melakukan kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu: 

I . Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi ekstemal yang dihadapi oleh 

lembaga!badan tidak akan menimbulkan masalah besar. 

2. Apakah untuk melaksanakannya tersedie. sumber daya yang memadai, 

termasuk sumber daya waktu. 

3. Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. 

2.4.4. Model Goggin 

Malcolm Goggin, Ann Bowman dan James Lester ( dalam Riant Nugroho, 

008:509) mengembangkan apa yang disebut sebagai "communication model" 

tuk mengimplementasikan kebijakan yang disebutnya sebagai "Generasi Ketiga 

f del Implementasi Kebijakan" bertujuan mengembangkan sebuah model 

lementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan 

:tode penelitian dengan adanya variabel independen, intervening dan 

endendan meletakkan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam 

lementasi kebijakan. 

2.4.5. Model Grindle 

Menurut Merilee S. Grindel (dalam Riant Nugroho,2008:510) bahwa 

lementasi ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide 
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dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi 

kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability 

dari kebijakan tersebut. lsi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: 

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. 

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 

3. Derajat perubahan yang diinginkan. 

4. Kedudukan pembuat kebijakan. 

5. (Siapa) pelaksanaan program. 

6. Sumberdaya yang dikerahkan. 

Sementara konteks implementasinya adalah: 

1. Kekuasaan, kepentingan, dan 3trategi aktor yang terlibat. 

2. Karakteristik lembaga dan penguasa. 

3. Kepatuhan dan daya tanggap. 

2.4.6. Model Elmore, dkk 

Model ini disusun Richard Elmore, Michael Lipsky dan Benny Hjem & 

David O'Porter (dalam Riant Nugroho, 2008:511) yang didasarkan pada jenis 

kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengetjakan sendiri 

implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun 

hanya di tataran rendah sehingga harus sesuai dengan harapan, keinginan publik 

yang menjadi target atau kliennya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah 

yang menjadi pelaksananya. 
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2.4.7. Model Nakamura dan Smallwood 

Nakamura dan Smallwood (dalam Riant Nugroho, 2008:513) 

menggambarkan proses implementasi kebijakan secara detail. Begitu detailnya, 

sehingga model ini relatif relevan diimplementasikan pada semua bentuk 

kebijakan. -Praktikalitas ini menjadi magnet yang sangat besar terhadap para 

praktisi kebijakan, yang justru mendekatkan antara ilmuwan kebijakan dan 

praktisi kebijakan. Kedekatan ini menjadikan pengetahuan implementasi menjadi 

kebijakan tidak lagi menjadi monopoli para profesor kebijakan publik, namun 

juga para praktisinya di birokrasi dan lembaga administrasi publik lainnya. 

2.4.8. Model Edward III 

Model ini dikembangkan oleh George Edward III yang merupakan salah 

satu pakar imlementasi kebijakan publik yang banyak mengemukakan tentang 

gagasannya. Edward III (Implementasi Dimensi Pelayanan Publik dalam Konteksi 

Otonomi Daerah: Ismet Sulila, 2015:48) menyarankan untuk lebih memperhatikan 

empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu: 

1. Komunikasi (Communications) 

Komunikasi adalah salah satu dimensi penting untuk keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan satu unit kerja dalam mengimplementasikan kebijakan 

pemerintah. Dalam konteks ini komunikasi berkenaan dengan proses 

penyampaian informasi yang di dalamnya berisi pesan penting dari pengambil 

kebijakan kepada stakeholders. Oleh karena itu dibutuhkan kejelasan informasi 

kebijakan serta konsistensi informasi yang disampaikan pada pihak terkait. 
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Ketidakkonsistenan dalam konten komunikasi dapat berpotensi menjadi salah satu 

aspek yang menggagalkan implementasi produk kebijakan publik. 

Pada kondisi ini peran komunikasi terlihat sangatlah penting, hal ini 

berangkat dari asumsi yang mengatakan bahwa implementor kebijakan akan 

melaksanakan apa yang diterima dan dipahami dalam satu kebijakan. Semakin 

baik komunikasi yang dilakukan maka maka akan semakin dekat pula produk 

kebijakan pada tingkat efektivitasnya. Komunikasi diperlukan agar para pembuat 

keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan 

setiap kebijakan yang akan diterapkan pada publik. Ada tiga faktor yang dapat 

dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yakni: 1) transimisi, 2) 

kejelasan, dan 3) konsistensi. 

Menurut Edward, walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada 

para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut 

bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana 

kebijakan melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Redi Panuju dalam Pengantar Studi Komunikasi (2018:39) menuliskan 

bahwa proses komunikasi dapat diterangkan dengan berbagai cara. Cara yang 

paling banyak digunakan dalam komunikasi adalah dengan menyajikan elemen

elemen komunikasi. Elemen-elemen yang terlibat dalam komunikasi yaitu: 

a. Komunikator, adalah mengirim atau penyampai pesan. 

b. Pesan (message), merupakan sesuatu entah dalam bentuk ide, abstraksi 

realitas atau bahkan hal yang bersifat ekspektasi (harapan) yang 

disampaikan oleh komunikator kep~da penerima. 
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c. Saluran (source), merupakan sarana atau media yang digunakan oleh 

komunikator kepada komunikan. 

d. Komunikan (penerima), merupakan penenma pesan baik bersifat 

individual, kelompok, massa, rnaupun anggota organisasi. 

e. Hambatan atau gangguan, faktor yang menyebabkan proses komunikasi 

tidak beijalan efektif, tidak seperti yang diinginkan, dan bahkan acapkali 

menimbulkan salah pengertian. Gangguan bisa berasal dari komunikator, 

isi pesan, media yang digunakan, maupun pada penerimanya. 

f. Umpan balik (feedback), merupakan respon, tanggapan, ataupun reaksi 

atas suatu pesan. Umpan balik bisa dalam bentuk netral, ada yang 

mendukung (positif), dan ada yar1g menolak (negatif). 

g. Efek, merupakan akibat yang timbul dari komunikasi, baik berupa emosi, 

pikiran, maupun perilaku. 

h. Situasi, merupakan keadaan yang ada atau yang terjadi pada saat 

berlangsung komunikasi. Situasi ini bisa berupa suhu, cuaca, tata ruang, 

sikap peserta komunikasi, dan tujuan berkomunikasi. 

1. Selektivitasi, merupakan filter yang digunakan peserta komunikasi untuk 

menyaring pesan baik berupa nilai-nilai budaya, mitos, prasangka, dan 

lainnya. 

J. Lingkungan, merupakan pihak lain yang ikut campur atau intervensi dalam 

komunikasi. 
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2. Sumber Daya (Resources) 

Sumber daya memegang peranan penting terhadap berhasil atau tidaknya 

satu implementasi produk kebijakan. Dalam kaitannya dengan sumber daya 

implementasi kebijakan, Edward III menjelaskan: 

"Resources, important resourches include staff of the proper size and with 
the necessary expertice, relevant and adecuate information on how to 
implement policies and on the compliance are carried out as they are 
antended; and facilities (including projide services) insufficient resources 
will mean that lows will not be enforced, ervices will not be provided, and 
reasonable regulations will not be developed. '·' 

Dalam pandangan ini perintah-perintah yang harus diimplementasikan wajib 

diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, akan tetapi jika para pelaksana 

memiliki sumber daya yang sangat terbatas yang diperlukan untuk 

mengimplementasikan kebijakan-kebijakan, maka dapat dipastikan bahwa 

pelaksanaan implementasi beijalan tetapi tidak sebagaimana diharapkan, adapun 

sumber daya yang penting meliputi: 1) Penempatan pegawai (staffing) yang 

memadai, maksudnya adalah staf yang memiliki kemampuan dan kompetensi 

serta keahlian berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dalam mengimplementasikan 

kebijakan serta memiliki dedikasi dan kemauan kerja yang tinggi; 2) lnformasi 

(information) yang berkaitan dengan segala aspek termasuk kesiapan staf dalam 

menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan; 3) 

Wewenang (authority) yang berbeda-beda baik dari bentuk program maupun 

pelaksanaannya, serta skill yang dibutuhkan berdasarkan bidang tugas yang 

ditetapkan dalam batasan wewenang yang diemban; 4) Fasilitas yang mendukung 

baik peralatan kantor dan penunjang lainnya. 
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3. Sikap Pelaksana (Dispotition or Attitudes) 

Dalam pandangan Edward III, sikap pelaksana merupakan faktor penting 

ketiga dalam implementasi kebijakan publik, jika implementasi kebijakan 

diharapkan berjalan efektif, maka para impelementor kebijakan tidak hanya 

mengetahui apa yang harus · dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk 

melaksanakannya, tetapi mereka harus juga memiliki keinginan dan 

kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

Kebanyakan para implementor menggunakan sebanyak mungkin otoritas 

dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu mengenai hal ini 

disebabkan independensi mereka terhadap eksistensi dari pembuat kebijakan. 

Alasan yang lain adalah kompleksitas masalah dari kebijakan itu sendiri. 

Meskipun cara-cara lain implementor menggunakan otoritasnya tergantung dari 

kecenderungan dari sikap mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana 

mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan 

organisasi mereka. Edward III mengemukakan dua hal yang perlu diperhatikan 

dalam mengatasi dampak dari kekuatan-kekuatan sehingga birokrat 

mengesampingkan impelementasi kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu: 1) 

Penempatan pegawai, di mana sikap dari aparat birokrasi kadangkala 

menyebabkan masalah apabila sikap ataupun cara pandangnya berbeda dengan 

pembuat kebijakan. 2) Insentif. Mengubah personil dalam birokrasi pemerintah 

merupakan pekerjaan yang sulit dan tidak menjamin proses implementasi dapat 

berjalan lancar. Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah 

kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif-insentif. 
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4. Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi adalah susunan komponen (unit-unit) ketja dalam 

organisasi yang menunjukkan adanya pembagian ketja serta adanya kejelasan 

pembagian fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan dan 

dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi menunjukkan spesifikasi peketjaan, 

bentuk-bentuk perintah dan laporan akhir. 

Adapun aspek-aspek dari struktur birokrasi, yaitu: 1) Adanya Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tata aliran peketjaan dalam 

pelaksanaan program. SOP juga memberikan keseragaman dalam tindakan para 

pegawai dalam organisasi yang kompleks dan luas, di mana dalam 

pelaksanaannya dapCit menghasilkan fleksibilitas yang sangat baik, serta adanya 

keadilan dalam pelaksanaan aturan. 2) Fragmentasi, adalah upaya penyebaran 

tanggung jawab pada suatu area kebijakan di antara beberapa unit kerja. Hal ini 

mengakibatkan koordinasi kebijakan menjadi sulit, di mana sumber daya dan 

kebutuhan atas kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang timbul 

kadangkala tersebar di antara beberapa unit birokrasi. Oleh sebab itu perlu adanya 

kekuatan pemusatan koordinasi antara unit-unit yang terkait dan hal tersebut 

bukan hal yang mudah. 

lmplementasi 

Gambar 2.1. Modellznplementasi Kebijakan Menurut Edward III 
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Berdasarkan model-model implementasi tersebut, maka dipilihlah model Edward 

III untuk membahas permasalahan penelitian ini dengan empat faktor yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, 

yang menurut peneliti dapat mencakup dan menjelaskan semua permasalahan 

yang ada di lapangan. 

2.5. Pengendalian Intern 

2.5.1 Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern 

Pengertian pengendalian intern sering berbeda antara satu penulis dengan 

penulis lainnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pola berpikir dan sudut 

peninjaunya. 

Pengendalian intern mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu 

organisasi perusahaan. Pengendalian intern merupakan alat manajemen dalam 

melakukan tugasnya. Pengendalian intern membantu manajemen untuk menilai 

organisasi yang ada serta operasi yang dilakukan perusahaan. Semuanya ini 

bertujuan untuk mencegah dan menghindari timbulnya kesilapan, kecurangan dan 

penyelewengan. 

Menurut Hartadi (2010:81): 

Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh aturan 
direksi, manajemen, personalia lainnya, yang disusun untuk memberi 
jaminan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan berikut ini: 
a Dapat dipercayainya laporan keuangan. 
b. Kesesuaian dengan undang-undang yang ditetapkan dan aturan. 
c. Efektivitas dan efisiensi operasi (kegiatan). 

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia dalam Standar Profesional 

Akuntan Publik (2016:PSA No. 69 Seksi 319.2) sebagai berikut: Pengendalian 
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intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan 

personillain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang 

pencapaian tiga golongan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) 

efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku. 

Selanjutnya menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2016:PSA No. 69 

Seksi 319.2) bahwa pengendalian terdiri dari lima komponen yang saling terkait 

berikut ini: 

a. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, 
mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan 
pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian 
intern, menyediakan disiplin dan struktur. 

h. Peoaksiran risiko adahlh identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko 
yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk 
menentukan bagaimana risiko harus dikelola. 

c. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 
menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 

d. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan 
pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang 
memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. 

e. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja 
pengendalian intern sepanjang waktu. 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan 

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan 

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang 

lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup 

berikut ini: 

a) Integritas dan nilai etika. 

b) Komitmen terhadap kompetensi. ----------------------------------------------------- 
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intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan 

personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang 

pencapaian tiga golongan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) 

efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku. 

Selanjutnya menurut lkatan Akuntan Publik Indonesia (2016:PSA No. 69 

Seksi 319.2) bahwa pengendalian terdiri dari lima komponen yang saling terkait 

berikut ini: 

a. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, 
mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan 
pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian 
intern, menyediakan disiplin dan struktur. 

h. Penaksiran risiko adahh identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko 
yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk 
menentukan bagaimana risiko hams dikelola. 

c. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 
menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 

d. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan 
pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang 
memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. 

e. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja 
pengendalian intern sepanjang waktu. 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan 

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan 

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang 

lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup 

berikut ini: 

a) Integritas dan nilai etika. 

b) Komitmen terhadap kompetensi. ----------------------------------------------------- 
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c) Partisipasi dewan komisaris atau komite audit. 

d) Filosofi dan gaya operasi manajemen. 

e) Struktur organisasi. 

f) Pemberian wewenang dan tanggung jawab. 

g) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia: 

b. Penaksiran Risiko 

26 

Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan 

identifikasi, analisis, dan manajemen terhadap risiko yang relevan dengan 

penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia. Sebagai contoh, penaksiran risiko dapat ditujukan ke 

bagaimana entitas mempertimbangkan kemungkinan transaksi tidak dicatat atau 

mengidentifikasi dan menganalisis estimasi yang dicatat dalam laporan keuangan. 

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan yang andal juga berkaitan 

dengan peristiwa dan transaksi khusus. 

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan 

keadaan intern maupun ekstem yang dapat terjadi dan secara negatif 

mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkasdan 

melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan 

keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini: 

a) Perubahan dalam lingkungan operasi. 

b) Personel baru. 

c) Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki. 

d)_ Teknologi baru. 
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e) Lini produk, produk, atau aktivitas barn. 

t) Restrukturisasi korporasi. 

g) Operasi luar negeri. 

h) Standar akuntansi barn. 

c. Aktivitas Pengendalian 

27 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu 

memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam 

pencapaian tujuan etintas. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan 

diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas 

pengendalian yang mungkin relevan dengan audit. dapat digolongkan sebagai 

kebijakan dan prosedur yc:ng berkaitan dengan berikut ini: 

a) Review terhadap kineija. 

b) Pengolahan informasi. 

c) Pengendalian fisik. 

d) Pemisahan tugas. 

d. Informasi dan Komunikasi 

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang 

meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk 

mencatat, mengolah meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa 

maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan 

ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem 

tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan ----------------------------------------------------- 
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semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan 

keuangan yang andal. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman 

tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian 

intern terhadap pelaporan keuangan. 

e. Pemantauan 

Suatu tanggung jawab manajemen yang penting adalah membangun dan 

memelihara pengendalian intern. Manajemen memantau pengendalian untuk 

mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana yang 

diharapkan dan bahwa pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya 

jika perubahan kondisi menghendakinya. 

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern 

sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi 

pengendalian tepat waktu san pengambilan tindakan koreksi. Proses ini 

diluksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terns menerus, evaluasi 

secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Di berbagai 

entitas, auditor intern atau personel yang melakukan peketjaan serupamemberikan 

kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan dapat 

mencakup penggunaan informasi dari komunikasi dengan pihak luar seperti 

keluhan customers dan komentar dari badan pengatur yang dapat memberikan 

petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan. 

Pengendalian intern yang baik agar terhindar dari segala bentuk 

penyelewengan maupun penyimpangan. Sistem pengendalian intern diperlukan 

agar tujuan perus~aan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 
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Holmes dan Bums (2010:112), mengemukakan bahwa tujuan pengendalian 

intern adalah: 

1. Pengamanan kekayaan. 
2. Kepastian tentang bisa dihindarkannya te.Ijadinya kewajiban yang tidak 

semestinya 
3. Kepastian ten tang kecermatan dan keterandalan data akuntansi. 
4. Tercapainya efisiensi operasional. 
5. Dipatuhinya kebijakan-kel::ijakan yang sudah digariskan manajemen. 

Menurut tujuannya, pengendalian intt:rn dibagi dua macam, yaitu 

pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif. 

Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian 

intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek 

ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik 

akan menjamin keamanan kekayaan investor dan kreditur yang ditanamkan dalam 

perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. 

Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan 

uk:uran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan 

efektivitas dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan pengendalian intern adalah 

bersifat positif, maksudnya ialah dapat mencapai tujuan dalam batas-batas 

penghalang. Pengendalian intern juga dapat berubah dalam pembentukan rencana 

baru. Pengendalian intern mensyaratkan umpan (feed forward) yaitu bahwa 

tujuan, rencana, kebijakan dan standard ditetapkan dan bertanggung jawab 

terhadap pencapaian tujuan, pengendalian intern didasarkan konsep umpan balik 

(feed back) dalam menilai pelaksanan dan mengusulkan tindakan koreksi untuk 

menjamin tercapainya tujuan. Prosedur rinci yang digunakan manajemen untuk ----------------------------------------------------- 
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mengendalikan operasi perusahaan disebut pengendalian intern (internal control). 

Pada perusahaan kecil, pemilik mengendalikan karyawan dan memperhatikan 

seluk beluk perusahaan secara pribadi. Namun bagi perusahaan besar yang 

jaringan organisasinya semakin luas, menyulitkan manajemen mengendalikan 

semua tahap operasi perusahaan. Untuk itu dilakukan pengendalian intern. 

2.5.2. Unsur-Unsur Pengendalian Intern 

Untuk mencapai sistem pengendalian intern yang memuaskan, maka 

menurut Baridwan (2010:14) hendaknya meliputi unsur-unsur sebagai berikut: 

(1) Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab-tanggung 
jawab fungsional secara tepat, (2) Suatu sistem wewenang dan prosedur 
pembukaan yang baik, yang berguna untuk melakukan pengendalian 
akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan
pendapatatl dan biaya-biaya, (3) Praktek-praktek yang sehat harus 
dijalank:an di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian 
dalam organisasi, dan (4) Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai 
dengan tanggung jawabnya. 

Pertama, suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab-

tanggung jawab fungsional secara tepat. Struktur organisasi suatu perusahaan 

akan berbeda-beda dengan perusahaan lain. Hal ini disebabkan jenis perusahaan, 

luas perusahaan, daerah tempat operasi, jumlah cabang-cabang, serta faktor-faktor 

lain yang penting bagi perusahaan yang bersangkutan. 

Suatu dasar yang berguna dalam menyusun struktur organisasi itu harus 

fleksibel dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian tanpa harus mengadakan 

perubahan total. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari pembagian tanggung 

jawab fungsional dalam organisasi adalah sebagai berikut: (a) Harus dipisahkan 

fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi, dan (b) Tidak satu 
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departemen pun di beri tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan semua 

tahap suatu transaksi. 

Dengan berdasarkan pnnstp di atas untuk dapat memenuhi syarat bagi 

adanya suatu pengendalian yang baik hendaklah struktur organisasi dapat 

memisahkan fungsi-fungsi operasional, penyimpanan dan pencatatan dengan 

harapan dapat mencegah teljadinya kecurangan dan kesalahan dalam perusahaan. 

Selain itu organisasi yang disusun harus dapat menunjukkan garis-garis 

wewenang dan tanggung jawab yang jelas sehingga tidak sampai mengakibatkan 

terjadinya tumpang tindih fungsi masing-masing bagian. 

Kedua, suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang 

berguna untuk melakukan pengendalian akuntansi yang cukup terhadap harta 

milik, utang-utang, pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya. Menurut American 

Institute of Certified Public Accountant (AICPA) susunan rekening yang baik 

dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut: (1) Membantu mempermudah 

penyusunan laporan-laporan lainnya dengan ekonomis, (2) Meliputi rekening

rekening yang di perlukan untuk menggambarkan dengan baik dan teliti harta

harta milik, utang-utang, pendapatan-pendapatan, harga pokok dan biaya yang 

harus dirinci sehingga memuaskan dan berguna bagi manajemen di dalam 

melakukan pengendalian operasi perusahaan, (3) Menguraikan dengan teliti dan 

singkat apa saja yang harus dimuat di dalam setiap rekening, (4) Memberikan 

atasan sejelas-jelasnya antara pos-pos aktiva, modal, pendapatan-pendapatan dan 

iaya-biaya, dan (5) Membuat rekening-rekening kontrol apabila diperlukan. 
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Sistem wewenang ini dimaksudkan agar setiap pelaksanaan transaksi harus 

didasarkan oleh adanya persetujuan dari seorang yang berwenang. Dengan 

diterapkannya sistem wewenang ini akan mencegah terjadinya penyalahgunaan 

harta kekayaan perusahaan karena setiap pengeluaran telah merupakan 

pengeluaran yang sebenamya. Selain itu diperlukan penyusunan prosedur 

pembukuan terhadap kegiatan perusahaan guna untuk mengamankan harta 

kekayaan perusahaan. Dengan adanya prosedur-prosedur yang telah disusun dan 

diierapkan secara efektif, maka dapat mendukung setiap kegiatan perusahaan. 

Ketiga, praktek-praktek yang sehat harus di jalankan dalam melakukan 

tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dan organisasi. Praktek-praktek yang 

sehat maksudnya adalah bahwa setiap pegawai dalam perusahaan melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur-prosedur yang 

dianut harus memuat langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memberikan 

persetujuan atas trans3ksi-transaksi, pencatatannya dan penyelenggaraan 

penyimpanan aktiva. 

Adapun cara-cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan 

praktek yang sehat adalah: (1) Penggunaan formulir bemomor urut tercetak yang 

pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwewenang, (2) 

Pemeriksaan mendadak (surprised audit), (3) Setiap transaksi tidak boleh 

dilaksanakan dari awal hingga akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, 

tanpa campur tangan dari orang atau unit organisasi lain, (4) Perputaran jabatan 

(job rotation), (5) Pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak, (6) Secara 

periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengari catatannya, dan (7) 
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Pembentukan unit organisasi untuk mengecek keefektifan elemen sistem 

pengendalian intern. 

Keempat, suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung 

jawabnya. Tingkat kecakapan pegawai turut serta mempengaruhi sukses tidaknya 

suatu sistem pengendalian intern selain susunan struktur organisasi yang tepat, 

prosedur pembukuan yang baik dan praktek-praktek yang sehat yang dijalankan 

dalam perusahaan. Pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai haruslah 

sesuai dengan tingkat kecakapan pegawai yang bersangkutan supaya dapat 

memberikan prestasi kerja yang memuaskan. Di samping itu juga harus 

memperhatikan kejujuran pegawai dalam tugasnya. Apabila pegawai tersebut ahli 

dalam tugasnya, namun tidak jujur maka pengendalian intern yang baik tidak akan 

tercapai. 

Untuk mendapatkan pegawai yang tingkat kecakapannya memadai, langkah

langkah yang tepat harus dimulai sejak penerimaan pegawai baru. Penerimaan 

pegawai baru hendaknya dilakukan dengan seleksi dan tes dulu agar dapat 

diketahui apakah calon pegawai yang bersangkutan memenuhi kriteria yang 

diinginkan. Apabila pegawai telah diterima dan bekerja dalam perusahaan perlu 

diadakan latihan-latihan dan program pendidikan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kecakapan tersebut. Hal ini dilakukan agar pegawai dapat selalu 

mengikuti perkembangan perusahaan. Pegawai yang cakap untuk suatu pekerjaan 

bukan berarti pegawai yang tingkat pendidikannya paling tinggi sehingga gaji 

yang diberikan kepadanya juga besar, namun dengan pendidikan yang sesuai 

dengan jabatan yang diembannya serta kema1_'an untuk belajar dan berkembang 
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sudah cukup. Hal seperti diatas juga perlu di pertimbangkan agar dapat diperoleh 

pegawai yang cukup cakap tetapi juga ekonomis harus dipisahkan. 

2.6. Laporan Keuangan 

2.6.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Pada umumnya, setiap organisasi membuat laporan keuangan sebagai 

bentuk pertangungjawaban manajemen atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

perusahaan selama suatu periode tertentu kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan. Menurut Harahap (2016:121): 

Laporan keuangan adalah merupakan output dan hasil akhir dari proses 
akuntansi. Laporan keuangan ini menjadi bahan informasi bagi para 
pemakainya sebagai salah satu bahan informasi bagi para pemakainya 
sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilar1 keputusan. Di samping 
sebagai informasi laporan keuanganjuga sebagai pertanggungjawaban. 

Menurut Kieso dan Weygandt (2011:6): 

Laporan keuangan merupakan sarana utama melalui mana informasi 
keuangan dikomunikasikan kepada pihak di luar perusahaan. Laporan 
keuangan yang sering disajikan adalah neraca, laporan laba rugi, laporan 
arus kas serta laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham." 

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah alat 

komunikasi yang dapat memberikan informasi mengenai aktivitas perusahaan 

kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Marom (2012:2) 

juga menyatakan bahwa laporan keuangan adalah produk dari man~emen dalam 

rangka mempertanggungjawabkan (stewardship) pengguna sumber daya dan 

sumber dana yang dipercayakan kepadanya. 

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang sangat penting bagi 

manaJernen untuk mengambil keputusan-keputu~an intern perusahaan. Para 
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manaJer memanfaatkan informasi akuntansi untuk membantu mereka dalam 

mengevaluasi operasi yang sedang berjalan dan merencanakan operasi mendatang. 

Misalnya, dengan membandingkan hasil kegiatan yang lalu dengan rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya, akan ditemukan cara memacu aktivitas ke arah yang 

menguntungkan dengan meniadakan hal-hal yang merugikan. 

Pihak ekstern yang ingin mengikuti perkembangan suatu perusahaan 

memerlukan gambaran mengenm perusahaan. Para penanam modal 

memanfaatkan informasi mengenai posisi keuangan dan prospek perusahaan di 

masa yang akan datang. Bank dan pemasok perlu menilai sehat tidaknya keuangan 

perusahaan sebelum pinjaman kredit diberikan. Karyawan dan serikat kerja 

berkepentingan pada stabilitas dan profitabilitas perusahaan, sedangkan lembaga 

pemerintah berkepentingan mengetahui kemampuan perusahaan membayar pajak. 

Intinya, laporan keuangan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan (baik pihak internal maupun eksternal) sebagai 

dasar untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan masing-masing 

pihak. 

Ikatan Akuntan Indonesia (2017:4) menyatakan bahwa tujuan laporan 

keuangan ini adalah: 

I. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 
aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai erubahan 
dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang 
timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 
laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai peruabahn dalam 
aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, sepeiti informasi mengenai 
aktivitas pembiayaan dan investasi. ----------------------------------------------------- 
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5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin infonnasi lain yang berhubungan 
dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai 
laporan, seperti infonnasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut 
perusahaan. 

Harahap (2016:134) mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

"Menyediakan infonnasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

p~rubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bennanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi." 

Dengan demikian secara umum bahwa laporan keuangan bertujuan untuk 

memberikan berbagai infonnasi penting tentang berbagai hal yang menyangkut 

atau terkait dengan pos-pos yang mempengaruhi kemajuan dan perkembangan 

suatu perusahaan, serta sebagai dasar dalam peagambilan keputusan ekonomi bagi 

para pemakai laporan keuangan tersebut. 

2.6.2. Pihak-Pihak yang Membutuhkan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disusun untuk menyajikan infonnasi yang ditujukan 

kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Menurut Standar 

Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2017:4), 

pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 

a. Penanam modal : Membutuhkan infonnasi untuk membantu dalam 
mementukan apakah hams membeli, menahan atau menjual investasi 
mereka. Para pemegang saham akan tertarik pada infonnasi yang 
memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 
membayar dividen. 

b. Karyawan dan serikat pekerja : Tertarik pada infonnasi keuangan 
terutama untuk mempelajari seberapa besar stabilidas dan profitabilitas 
perusahaan. Mereka juga tertark dengan infonnasi yang sekiranya 
memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 
memberikan balas jasa , manfaat pension dan kesempatan kerja. 
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c. Pemasok : Tertarik dengan informasi keuangan yang sekiranya akan 
rnernberikan garnbaran tentang kek.uatan ekonorni dari sebuah entitas 
dan memberikan keputusan apakah jumlah terutang akan dibayar tepat 
waktu atau memberikan kelonggaran kredit pembayaran. 

d. Pelanggan : Merasa berkepentingan dengan informasi keuangan 
terutama tentang kelangsungan hidup perusahaan , terutama dalam hal 
perjanjianjangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. 

e. Pemerintah : Merasa berkepenting£l_n dengan alokasi sumber daya dan 
karena itu berkepentingan dengan aktifitas perusahaan. Mereka juga 
membutuhkan informasi untuk mengatur aktifitas perusahaan dalam 
menetapkan kebijakan pajak dan sebagian dasar untuk menyuscn 
statistik pendapatan nasional dan data statistic lainnya. 

f. Masyarakat lainnya : Merasa tertarik dan berkepentingan mengenai 
kontribusi perusahaan terhadap masyarakat, termasuk jumlah orang 
yang dipekerjakan dan perlindungan kepada pemasok dan pekerja local. 
Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 
informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran 
perusahaan serta rangkaian aktifitasnya. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang 

membutuhkan laporan keuangan suatu perusahaan adalah para investor, karyawan 

perusahaan, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. 

2.6.3. Kualitas Laporan Keuangan 

Kriteria dan unsur-unsur kualitas atau nilai informasi dari laporan keuangan 

pemerintah telah ditentukan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ada empat macam karakterisitik kualitas 

informasi keuangan yaitu: 

1. Relevan 

Informasi dikatakakan relevan apabila informasi tersebut memiliki 

manfaat dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. 

Informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa 

masa lalu, masa sekarang dan masa depan (predictive value), dan 

memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumya (feedback value), serta ----------------------------------------------------- 
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informasi hams tersedia tepat waktu bagi pengguna informasi untuk 

pengambilan keputusan (timeliness). 

2. Reliable/ Andal 

Keandalan informasi bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam 

menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan 

keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan informasi akan berbadan 

tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan 

standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu 

informasi dikatakan andal apabila: 

a. Dapat diveriflkasi (veriflable ). 

Suatu informasi dit1ji keben~rannya ol~h orang yang berbeda dengan 

metode yang sama akan menghasilkan hasil akhir yang sama. 

b. Netral Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi 

keuangan. 

c. Penyajian secara wajar (representation faithfulness) Menggambarkan 

keadaaan secara wajar dan lengkap, menunjukan hubungan antara data 

akuntansi dan peristiwaa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh 

data tersebut. 

3. Dapat dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat 

apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya 

atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 

Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan ekstemal. Perbandingan 
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secara internal dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan 

akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal 

dilakukan apabila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan 

akuntansi yang sama. 

4. Dapat dipahami 

Informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami 

oleh pihak pengguna dan dinyakatakan dalam bentuk istilah yang 

disesuaikan dengan batas penggunaan. Pengguna diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi 

yang dimaksud. 

2. 7. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Darmawan (2018) denganjudul Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, diperoleh bahwa 

kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Standar 

Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian pemerintah daerah harus 

mempertimbangkan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian 

intern, standar akuntansi pemerintahan dalam penentuan kebijakan terkait kualitas 

laporan keuangan pememerintah daerah. 

Sukmaningrum (2012) meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, 

sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian 

menurijukan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap ----------------------------------------------------- 
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kualitas laporan keuangan sedangkan sistem pengendalian intern berpengaruh 

positif. 

Mahaputra dan Putra (2014) meneliti pengaruh kapasitas sumber daya 

manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan 

standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan 

daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa kapasitas sumber daya manusia, 

sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 

positif terhadap kualitas infomasi pelaporan keuangan. 

2.8. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai 

skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang 

melatarbelakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti mencoba 

menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun menggabungkan 

antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

"i: 1 
., 

lsi h Sumber ~· Disposisi ~ Struktur \ 

~ Komunikasi ~ ., 

Kebijakan i Day a ~t Implementor Birokrasi 
I ,..,. ,,._· , __ , ____ , ,. ,..._ . ... .,. •.•.. .. _, .. ,.._ .. ,.,. ,. '''<' _r.- ' " •4 ' .. ~- ..,. < '" ·~ .. .! "" 

!. 
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam 
Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sehingga 
relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. 

-~ ~·- ~~- - _, ___ ...., ,.,.; .. -.. ... '""'--- -- , ._ -- . - J·-~ . 

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran 
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BABIII 

METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Peneliti melaksanakan penelitian pada bulan Oktober tahun 2020 sampai 

dengan Maret tahun 2021 di Kantor Wilayah Kementerian Hukurn dan HAM 

Surnatera Utara di Jalan Putri Hijau Nomor 4, Kesawan, Kecarnatan Medan Baru, 

K-ota Medan, Provinsi Sumatera Utara. 

3.2. Bentuk Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, 

yaitu rnengarnbil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti 

sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan kornprehensif, yaitu 

rnenggarnbarkan kenyataan yang berlaku dan mernbahas perrnasalahan~ 

pcrmasalahan yang dikernukakan berkaitan dengan Analisis Pengendalian Intern 

Dalarn Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah 

Kernenterian Hukurn dan HAM Surnatera Utara. Penelitian ini dipaparkan secara 

deskriptif dengan rnetode pendekatan yuridis administrasi publik. 

Penelitian deskriptif adalah prosedur yang bertujuan rnernbuat pencandraan 

secara sisternatis, faktual, dan akurat rnengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

atau fenornena keadaan yang sedang terjadi. Digunakannya rnetode deskriptif ini, 

karena peneliti ingin mernperoleh hasil yang benar-benar sesuai dengan fakta 

yang ada dan berkernbang. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

. Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian ilmiah 

karena data yang dihasilkan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada.Alat 

pengumpul data berfungsi untukmengumpulkan data-data di lapangan yang 

diperlukan dalam kegiatan penelitian. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan 

(field research), yaitu dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian dan 

mengamati kejadian atau keadaan sebenarnya. 

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain: 

1. Pengumpulan Data Primer 

Yaitu perolehan data melalui k~giatan renulis langsung ke lokasi 

penelitian untuk mendapat data yang lengkap dan berkaitan dengan 

masalah yang diteliti, yaitu: 

a. Wawancara (interview) merupakan salah satu metode pengumpulan 

data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan 

pribadi antara peneliti dengan sumber data (informan). Komunikasi 

tersebut dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dalam 

penelitian ini komunikasi dilakukan secara langsung, wawancara 

dilakukan dengan cara ''face to face" artinya peneliti berhadapan 

langsung.dengan informan untuk menanyakan s.ecara . lisan . hal~hal .yang 

berkaitan dengan fokus penelitian dan peneliti mencatat jawaban dari 

informan. 
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b. Pengamatan (observasi) adalah pengumpulan data untuk menjawab 

masalah penelitian dengan cara melakukan pengamatan yakni 

mengamati gejala yang diteliti secara langsung. Teknik pengamatan ini 

memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian 

mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan 

sebenarnya. 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi 

melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku

buku, artikel dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah 

yang diteliti. 

b. Studi dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dari dokumen 

atau arsip-arsip termasuk internet yang sesuai dengan masalah yang 

diteliti. 

3.3.1. Informan Penelitian 

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari 

hasil penelitiannya. Menurut Bagong Suyatno (20 10: 172) bahwa Informan 

penelitian meliputi beberapa macam, yaitu: 1) informan kunci merupakan mereka 

yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam 

penelitian, 2) informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam 

interaksi sosial yang diteliti, 3) informan tambahan merupakan mereka yang dapat 

memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial 

yang diteliti. 
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci yaitu: 

1. Kepala Divisi Administrasi 

2. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan 

3. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan 

Teknologi Informasi. 

3.4. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2016:430) bahwa "Analisis data dalam penelitian 

kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam peri ode tertentu." 

Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil 

data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat 

diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komprehensif, yaitu menggambarkan 

kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum 

yang berlaku. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Sejalan dengan analisis yang dimaksud, maka dalam penelitian ini upaya 

penggambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai Implementasi Sistem 

Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Adapun 3 (tiga) 

komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data dilapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan 

terinsi. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang ----------------------------------------------------- 
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pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau 

polanya. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.Olehkarena 

itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian 

yang naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan atau V erifikasi. 

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang 

dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. 

3.5. Def"misi Konsep dan Definisi Operasional 

3.5.1. Definisi Konsep 

Menurut Singarimbun dan Efendi (2012:43), definisi konseptual adalah 

pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk 

mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan pengertian tersebut 

maka definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh aturan 

direksi, manajemen, personalia lainnya, yang disusun untuk memberi 

jaminan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. 

2. Laporan keuangan merupakan output dan basil akhir dari proses akuntansi. 

3. Laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi 

tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan 

(relevance), andal (reability), dapat dipahami (understandability) dan dapat ----------------------------------------------------- 
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dibandingkan (comparability). 

4. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran 

(budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK atau catatan atas laporan 

keuangan. 

3.5.2. Definisl Operasional 

Pada penelitian ini defenisi operasional mengacu kepada teori Implementasi 

dari George Edward III, dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: 

1. Komunikasi adalah proses untuk menyampaikan keputusan-keputusan dan 

perintah-perintah kepada personil-personil yang tepat untuk 

melaksanakannya, mencakup: 

a. Transmisi (penyampaian pesan) yaitn saluran informasi yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan suatu kebijakan • 

b. Kejelasan perintah tentang penyelenggaraan program agar dalam 

penerapannya tidak bertentangan dengan maksud dari si pembuat 

kebijakan. 

c. Konsistensi perintah yang diberikan tentang penyelenggaraan program 

yang dilakukan. 

2. Sumber dayaadalah ketersediaan berbagai sumber daya meliputi sumber 

daya manusia dan financial untuk mendukung implementasi kebijakan, 

mencakup: 

a. Kompetensi SDM sebagai sumber daya manusia yang bermutu dan 

profesional. 

b. Sistem informasi berperan penting dalam setiap transaksi. 
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c. Program pelatihan pegawai dibutuhkan agar pegawa1 benar-benar 

mampu memahami proses pelayanan administrasi. 

d. Ketersediaan dana dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan barang dan 

jasa yang diperlukan dalam mendukung proses implementasi. 

3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

mencakup: 

a. Tanggung jawab implementor sampm batas-batas yang ditentukan 

sesuai dengan peranan masing-masing. 

b. Komitmen bersama-sama menerapkan secara konsisten sesuai dengan 

isi atau maksud kebijakan yang ditetapkan. 

c. Kesadaran atas pentingnya implementasi kebijakan. 

4. Struktur birokrasi adalah merujuk pada struktur organisasi dan standar 

operasional procedure (SOP) pada unit organisasi yang bertugas, 

mencakup: 

a. Pembagian tugas dimana tugas-tugas harus diatur secara jelas dalam arti 

tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. 

b. Koordinasi agar semua kegiatan menjadi lebih terpadu dalam mencapai 

tujuan. 

c. Prosedur transaksi sangat penting dalam melakukan transaksi keuangan, 

sehingga setiap orang dapat mengetahui dengan jelas bagaimana proses 

administrasi dilakukan agar transaksi dapat dilakukan dengan baik. 
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BABV 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab 

sebelurnnya, maka pada bah ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dari 

hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam meningkatkan 

kualitas Laporan Keuangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera 

Utara menurut teori Edward III, yaitu sebagai berikut: 

1. a. Dalam hal Komunikasi Kebijakan: 

1) Transmisi kebijakan oleh pimpinan telah dilakukan dengan baik 

sehingga mendukung proses implementasi PP SPIP dalam 

meningkatkan kualitas laporan keuangan. 

2) Kejelasan penyampaian informasi dan pengarahan oleh pimpinan 

telah dilakukan dengan baik dan mendukung proses implementasi PP 

SPIP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. 

3) Konsistensi pimpinan telah dilakukan dengan baik dan mendukung 

proses implementasi PP SPIP dalam meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. 
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b. Dalam hal Sumber Daya : 

1) Tingkat kompetensi pegawai sudah baik dan mendukung proses 

implementasi PP SPIP dalam meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. 

2) Pengendalian transaksi keuangan telah dilakukan dengan baik 

sehingga mendukung proses implementasi PP SPIP dalam 

meningkatkan kualitas laporan keuangan. 

3) Sumber daya keuailgan berupa dana operasional untuk penanganan 

transaksi tersedia dan mendukung proses implementasi PP SPIP 

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. 

c. Dalam hal Disposisi : 

1) Komitmen kerja pegawai khususnya petugas keuangan dan akuntansi 

masih kurang baik dalam melaksanakan PP SPIP. 

2) Kejujuran pegawai dalam bekerja tdah memadai sehingga 

mendukung implementasi PP SPIP dalam meningkatkan kualitas 

laporan keuangan. 

3) Pegawai Kanwil Kemenkumham Sumut telah melaksanakan 

pekerjaan yang menjadi beban tugasnya dengan tanggung jawab 

yang baik. 

d. Dalam hal Struktur Birokrasi : 

1) Pembagian tug as telah ditetapkan dengan baik sehingga terdapat 

batas-batas wewenang yangjelas antar unit organisasi. 
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2) Pelaksanaan koordinasi dalam transaksi keuangan telah dilaksanakan 

dengan baik. 

2. Kendala yang dihadapi instansi dalam implementasi PP SPIP pada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara adalah: 

penyerahan bukti kurang disiplin sehingga sering terlambat disampaikan 

ke bagian pencatatan, petugas kurang mampu memeriksa keaslian bukti 

transaksi, pemisahan fungsi khususnya dalam penanganan transaksi uang 

persediaan belum dilakukan, sumber daya fmansial untuk inovasi 

penanganan transaksi relatif kurang tersedia, serta kurangnya komitmen 

pegawai terhadap implementasi PP SPIP. 

5.2. lmplikasi Kebijakan 

Implikasi kebijakan merupakan saran atau implikasi hasil penelitian 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis. Berdasarkan 

kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi 

sebagai berikut : 

I. Pimpinan instansi perlu mengajukan anggaran khusus untuk meningkatkan 

atau mengembangkan inovasi teknologi penanganan transaksi sehingga 

dapat digunakan untuk lebih memperbaiki kualitas laporan keuangan. 

2. Pimpinan instansi perlu melakukan memberi penekanan kepada pegawai 

atas pentingnya penyerahan bukti transaksi keuangan dengan segera ke 

bagian pencatatan, serta melakukan tindakan pendisiplinan terhadap 

pegawai yang kurang berkomitmen terhadap implementasi SPIP. 
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3. Instansi perlu memberi pelatihan kepada petugas yang menangant 

transaksi agar lebih ahli dalam memeriksa keaslian bukti transaksi 

keuangan. 
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